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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik anggaran dan dinamika kepemimpinan desa 

memengaruhi arah penggunaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Kajian ini dilakukan melalui metode 

studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari Google Scholar yang relevan dengan tata kelola desa, 

kepemimpinan lokal, dan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan dengan metode critical appraisal untuk 

mengidentifikasi pola relasi kekuasaan, proses negosiasi antaraktor, serta pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap 

prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah penggunaan Dana Desa di Ponggok sangat dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, relasi yang relatif harmonis antara perangkat desa, BPD, dan 

tokoh masyarakat, serta jaringan kekuasaan lokal yang mampu menggerakkan dukungan terhadap program prioritas. 

Temuan lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas 

administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal membangun konsensus politik dalam penentuan anggaran. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik anggaran di tingkat desa merupakan proses yang melibatkan kepemimpinan, 

negosiasi, dan dinamika kekuasaan, sehingga penguatan partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi kunci untuk 

mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih demokratis dan berkelanjutan. 

Kata kunci: Politik Anggaran, Kepemimpinan Desa, Dana Desa, Relasi Kekuasaan Lokal, Tata Kelola Desa 

Abstract: This study aims to examine how budget politics and leadership dynamics shape 

the allocation of Village Funds in Ponggok Village, Klaten Regency. The research employs 

a literature review method by collecting scholarly sources from Google Scholar related to 

village governance, local leadership, and Village Fund management. The analysis uses a 

critical appraisal approach to identify patterns of power relations, negotiation processes 

among local actors, and the influence of village head leadership on budget priorities. The 

findings indicate that the direction of budget allocation in Ponggok is strongly influenced 

by an inclusive and communicative leadership style, cooperative relations between village 

officials, the Village Consultative Body, and local community leaders, as well as networks 

of local power that help mobilize support for priority programs. The study also finds that 

effective Village Fund management depends not only on administrative capacity but also 

on the ability of local actors to build political consensus during budget formulation. This 

research concludes that budget politics at the village level is shaped by leadership, 

negotiation, and power dynamics, highlighting the importance of strengthening public 

participation and accountability to achieve democratic and sustainable Village Fund 

governance. 

Keywords: Budget politics, Village leadership, Village Fund, Local power relations, 

Village governance 
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Pendahuluan 

Salah satu peraturan utama yang mengatur administrasi desa di Indonesia adalah 

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Kebijakan ini memberikan landasan 
hukum yang kokoh bagi pemerintahan desa dalam mengatur dan mengelola sumber daya 

finansial mereka sendiri, terutama melalui sistem Dana Desa. Sasaran utama dari kebijakan 
ini adalah untuk memperkuat kemajuan desa, menurunkan ketidaksetaraan sosial dan 

ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di level dasar. Sejak diluncurkan, 

Dana Desa telah berfungsi sebagai alat keuangan yang penting untuk mendukung 
pembangunan di tingkat desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta 

memperkuat kemampuan organisasi di desa (Razzak & Qodir, 2020). Desa Ponggok di 

Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, terkenal karena menggunakan Dana Desa 

dengan baik berkat inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pendekatan manajemen 

yang melibatkan warga. Dana desa yang dialokasikan untuk Ponggok tidak hanya 
dimanfaatkan untuk pembangunan sarana fisik, tetapi juga untuk memperkuat 

perekonomian setempat yang mendasarkan diri pada potensi desa, seperti sektor 

pariwisata serta UMKM. Desa Ponggok telah menjadi model desa mandiri yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan berkat pencapaian ini.  

Keberhasilan ini bergantung pada kepemimpinan desa yang inklusif dan partisipasi 
masyarakatnya (Laia, 2024) (Razzak & Qodir, 2020). 

Di samping itu, eksistensi BUMDes di Desa Ponggok berfungsi sebagai pengelola 
aktivitas ekonomi yang mendukung kemandirian desa. BUMDes dapat mengelola usaha 

yang produktif guna meningkatkan pendapatan desa serta menciptakan kesempatan kerja 

bagi masyarakat setempat. Pendekatan sinergis antara pengelolaan dana desa dan 

pengembangan BUMDes ini memperkuat dasar ekonomi desa serta menjadi solusi inovatif 

untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada di desa (Ulpa & Kuswandi, 2023; 

Habib, 2021). Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan berfungsi, tugas lembaga desa, dan 

partisipasi masyarakat dalam memilih arah pembangunan desa, penelitian yang mendalam 

mengenai sistem politik anggaran yang mengatur pengelolaan dana desa dan BUMDes di 
Ponggok tetap sangat diperlukan. 

Pengelolaan Dana Desa di Ponggok juga mencerminkan proses politik dalam 

penganggaran yang rumit dan terus berubah. Proses distribusi dan pemanfaatan dana 
melibatkan berbagai pihak di tingkat desa, termasuk pemerintah desa, lembaga desa, serta 

masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam pengaturan anggaran desa melalui 
musyawarah desa merupakan salah satu cara demokratis yang menjamin agar kebutuhan 

dan harapan warga dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi, politik anggaran ini tidak 

terlepas dari negosiasi kepentingan serta keseimbangan kekuasaan, yang dapat 
memengaruhi prioritas pembangunan dan distribusi sumber daya desa (Enggraini et al., 

2020). Dalam konteks ini, keterbukaan dan pertanggungjawaban sangat penting untuk 

menghentikan penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa dana desa digunakan secara 

tepat untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. 

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi. Studi yang 
dilakukan oleh Solidahwati, Darmanto, dan Pravasanti (2023) menekankan bahwa 

pengelolaan dana desa, tanggung jawab akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat 
memberikan dampak positif dan signifikan terhadap suksesnya pembangunan desa. Hal 
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ini sejalan dengan hasil penelitian Reo (2024) yang mengungkapkan bahwa kemampuan 

perangkat desa, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan teknologi informasi sangat 

berpengaruh dalam memperbaiki akuntabilitas keuangan desa. Di lain pihak, penelitian 
yang dilakukan oleh Deviyanti dan Wati (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan 

kemampuan teknis para staf desa dalam menggunakan sistem keuangan digital seperti 
Siskeudes menjadi salah satu faktor yang menghambat transparansi dan efektivitas 

penggunaan Dana Desa. 

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga merupakan variabel penting dalam 
mewujudkan pengelolaan desa secara demokratis. Penelitian yang dilakukan oleh Rama 

dan Setiawan (2023) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahap 

pengelolaan Dana Desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masih 

belum optimal. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara harapan warga dan 

keputusan yang diambil oleh pemerintah desa. Maryono, Bagana, dan Santosa (2023) dalam 
studi mereka di Desa Jimbung, Klaten, juga menyoroti signifikansi dari transparansi 

informasi publik dan akses terhadap dokumen pengelolaan dana desa sebagai prasyarat 

untuk mencapai keterbukaan dan tanggung jawab yang mendorong kemakmuran 

masyarakat. 

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, bahwa akuntabilitas, transparansi, 
kompetensi aparat, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat 

penting. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mempelajari 
politik anggaran pada tingkat desa, proses di mana orang berinteraksi, bernegosiasi, dan 

memiliki hubungan kekuasaan satu sama lain dalam menentukan jalan kebijakan anggaran. 

Fokus penelitian ini berubah dari hanya efisiensi administratif ke pemahaman politik 

anggaran dalam konteks pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. 

Dengan memperluas diskusi akademis tentang pengelolaan keuangan desa dengan 

menggabungkan hasil yang ada dan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat dan 

akuntabilitas publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas diskusi 

akademis tentang pengelolaan keuangan desa tetapi juga memberikan kontribusi yang 
nyata untuk meningkatkan demokrasi lokal. 

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang 

politik anggaran dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini tidak hanya melihat seberapa efektif pembangunan atau pengelolaan dana; 

itu juga melihat bagaimana kekuasaan dan proses politik berubah saat menetapkan 
kebijakan anggaran desa. Studi ini akan memeriksa bagaimana interaksi antaraktor, 

partisipasi masyarakat, dan praktik akuntabilitas publik memengaruhi keputusan 

anggaran dan arah pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini 
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang politik anggaran di tingkat desa 

dan sekaligus memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang 

berkeadilan, partisipatif, dan transparan. 
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Metodologi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

literatur (literature review). Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber 
tertulis yang relevan untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian. 
Menurut Sugiyono (2019), studi literatur merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, 

artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Melalui 
metode ini, peneliti dapat memahami teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang 

menjadi landasan dalam membangun kerangka berpikir dan memperkuat analisis 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menelusuri berbagai 

sumber literatur dari platform Google Scholar, Portal Garuda, dan repositori universitas. 
Setelah sumber-sumber literatur diperoleh, penulis membaca, menyeleksi, dan 

mengelompokkan data berdasarkan relevansi terhadap tema penelitian. Hasil kajian 

tersebut kemudian dirangkum untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh 

mengenai topik yang diteliti. 

Sementara itu, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode critical appraisal, yaitu proses penelaahan secara kritis terhadap berbagai literatur 

yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, perbedaan, persamaan, serta 
kesenjangan penelitian (research gap) dari studi-studi terdahulu. Metode ini bertujuan 

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap topik yang 

dikaji berdasarkan hasil kajian literatur yang relevan. 

Tahapan analisis data meliputi beberapa langkah, yaitu: (1) menelusuri dan memilih 

literatur yang sesuai dengan fokus penelitian; (2) menelaah isi dan hasil temuan dari setiap 

sumber; (3) membandingkan hasil antar penelitian untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan; serta (4) menyusun interpretasi berdasarkan temuan yang paling relevan 

dengan tema penelitian. 
Melalui proses critical appraisal ini, penulis berupaya membangun sintesis dan 

menarik kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis, sehingga dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji serta menjadi dasar bagi 
penelitian lanjutan di bidang terkait. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Politik Anggaran dan Dinamika Kepemimpinan Desa 

Politik anggaran di tingkat desa pada dasarnya tidak pernah berdiri sendiri sebagai 
proses administratif, melainkan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kepemimpinan desa 

bekerja dalam membangun arah kebijakan. Kepala desa memegang posisi yang paling 

strategis karena dari kepemimpinannya lah prioritas anggaran ditentukan, terutama dalam 

mengarahkan program yang dipandang mampu memberikan dampak paling nyata bagi 

masyarakat. Dalam praktiknya, gaya kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan 
responsif terhadap kebutuhan warga menjadi faktor yang menentukan apakah anggaran 

desa dapat dikelola secara transparan dan diterima oleh masyarakat luas. Kepemimpinan 
seperti ini biasanya mendorong penyusunan anggaran yang tidak hanya fokus pada 
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pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas 

masyarakat, sebagaimana terlihat pada desa-desa yang berhasil memaksimalkan Dana 

Desa melalui transparansi dan keterlibatan warga (Saputra et al., 2024; Usman Betan & 
Nugroho, 2021). 

Dinamika politik anggaran juga sangat tampak dalam hubungan antaraktor desa. 
Perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pengelola kegiatan ekonomi lokal seperti 

BUMDes, menjadi bagian dari proses negosiasi yang mewarnai penyusunan anggaran 

setiap tahunnya. Hubungan yang saling mendukung antara kepala desa dan BPD dapat 
menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih stabil dan minim konflik, sehingga 

musyawarah dapat benar-benar digunakan sebagai ruang menyelaraskan kepentingan 

masyarakat dengan perencanaan anggaran. Ketika ruang komunikasi terbuka dan masing-

masing aktor memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam pembahasan, 

keputusan anggaran yang muncul biasanya lebih inklusif dan mampu mencerminkan 
kebutuhan mayoritas warga desa (Zaki et al., 2023; Kristini & Luhsasi, 2020). 

Namun, perumusan anggaran desa tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan formal 

antaraktor, tetapi juga oleh jaringan kekuasaan lokal yang hidup dalam keseharian 

masyarakat desa. Kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, kelompok pemuda, hingga 

pelaku ekonomi lokal sering kali memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam 
menentukan arah penggunaan Dana Desa. Jaringan kekuasaan ini dapat menjadi kekuatan 

positif ketika digunakan untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan program 
pembangunan didukung oleh masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Dana Desa dapat 

diarahkan untuk program-program yang berkelanjutan seperti pemberdayaan ekonomi, 

pengembangan potensi desa, serta upaya peningkatan kesejahteraan warga. Sebaliknya, 

ketika jaringan kekuasaan didominasi oleh kelompok tertentu, arah anggaran dapat 

bergeser dan lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok kecil saja, sehingga 

prinsip keadilan dan partisipasi menjadi sulit diwujudkan (Gasparz & Tibalia, 2023) (Asrul, 

2023). 

Melalui keseluruhan dinamika ini, dapat terlihat bahwa politik anggaran di desa 
bukan hanya persoalan bagaimana dana dibelanjakan, tetapi bagaimana kepemimpinan, 

hubungan antaraktor, dan jaringan kekuasaan bekerja dalam menentukan pilihan-pilihan 

kebijakan. Ketika ketiga aspek tersebut berjalan seimbang—kepemimpinan yang inklusif, 
aktor-aktor desa yang saling bekerja sama, serta jaringan kekuasaan yang tidak didominasi 

satu pihak—pengelolaan Dana Desa dapat menjadi instrumen pembangunan yang benar-
benar berpihak pada masyarakat. Dengan demikian, tata kelola anggaran desa tidak hanya 

menjadi prosedur teknis, tetapi menjadi proses politik yang menentukan masa depan desa 

dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. 
 

Partisipasi Masyarakat & Akuntabilitas Publik 

Musrenbangdes sebagai instrumen partisipatif secara formal diposisikan sebagai 

arena pengambilan keputusan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat desa. Dalam 

regulasi, Musrenbangdes menuntut keterlibatan warga dari berbagai kelompok petani, 
perempuan, pemuda, pelaku ekonomi, hingga kelompok rentanag ar prioritas 

pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan kolektif. Namun realitas di lapangan 
menunjukkan bahwa Musrenbangdes hanya menghadirkan partisipasi bersifat prosedural 
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masyarakat hadir, tetapi tidak memiliki kesempatan deliberasi yang setara. Diskusi sering 

dikendalikan oleh perangkat desa atau aktor dengan otoritas sosial lebih tinggi, seperti 

tokoh masyarakat atau elite yang dekat dengan kepala desa. Hal ini menciptakan fenomena 
token participation, di mana kehadiran publik menjadi formalitas untuk legitimasi 

administratif, bukan proses penyusunan kebijakan berbasis aspirasi warga. Dalam konteks 
Desa Ponggok, kondisi ini sangat mungkin terjadi karena keberadaan aktor-aktor desa yang 

telah memiliki pengalaman teknokratis mengelola aset ekonomi desa seperti BUMDes, 

sehingga wacana pembangunan sering diarahkan pada gagasan elite, bukan permintaan 
komunitas akar rumput. Akibatnya, Musrenbangdes berfungsi sebagai forum konsultasi 

terbatas, bukan instrumen demokratis yang setara dalam politik anggaran desa (Ramadhani 

& Dayanto, 2021).  

Selain melalui kanal formal Musrenbangdes, kontrol sosial terhadap keuangan desa 

seharusnya hadir secara berkelanjutan melalui mekanisme representatif dan komunitatif. 
BPD sebagai lembaga perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan idealnya 

mengimbangi peran pemerintah desa dengan mengontrol penyusunan APBDes, 

mengawasi realisasi kegiatan, serta memberikan evaluasi berkelanjutan terhadap 

penggunaan dana. Namun dalam praktiknya, fungsi ini kerap terdistorsi akibat relasi 

patron-klien, afiliasi politik lokal, dan ketergantungan sosial antara pengurus desa dan 
unsur BPD. Ketika hubungan personal lebih dominan dibanding tugas pengawasan, kritik 

terhadap kebijakan anggaran menjadi tabu dan proses evaluasi berubah sekadar “formal 
compliance” sehingga potensi penyimpangan tidak terkoreksi dari awal. Di banyak desa, 

termasuk desa-desa di Jawa Tengah, pengawasan baru muncul saat terjadi kegagalan 

program atau ketidakpuasan publik, bukan sebagai bagian dari mekanisme preventif. Pada 

titik ini, masyarakat sebagai pihak yang terdampak mengalami keterlambatan dalam 

melakukan evaluasi karena akses informasi terbatas dan saluran formal pengaduan kurang 

efektif. Kontrol sosial akhirnya berjalan dalam format reaktif: warga menyampaikan kritik 

melalui percakapan informal, forum RT/RW, atau tekanan sosial yang muncul setelah 

pelaksanaan program, sehingga ruang koreksi terhadap anggaran desa secara sistematis 
masih minim (Supriyanto & Hidayah, 2019). 

Akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa tidak hanya berbicara tentang 

pelaporan realisasi anggaran, melainkan bagaimana pemerintah desa menyediakan 
informasi secara terbuka, mudah dipahami, dan dapat diuji oleh publik. Desa yang 

menerapkan transparansi substantif memberikan akses ke dokumen APBDes, 
menampilkan laporan keuangan di ruang publik, serta menjelaskan capaian program 

melalui media komunikasi desa atau forum komunitas. Transparansi yang nyata 

memungkinkan warga menilai apakah kebijakan anggaran selaras dengan kebutuhan 
mereka, serta memberi ruang bagi warga untuk mengoreksi program sebelum masalah 

muncul. Penelitian menunjukkan bahwa desa yang mengadopsi transparansi seperti ini 

memiliki trust publik yang lebih tinggi, mobilisasi sosial lebih kuat, dan efektivitas 

pembangunan lebih stabil dibanding desa yang hanya melakukan pelaporan administratif. 

Transparansi yang bersifat administratif misalnya laporan yang hanya disimpan oleh 
perangkat desa justru menciptakan “akuntabilitas semu” karena informasi tidak sampai 

kepada warga dan tidak menjadi bahan evaluasi komunitas. Tanpa keterbukaan yang 
genuine, dana desa berpotensi dimanfaatkan berdasarkan preferensi elite, sehingga 
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partisipasi publik melemah dan peluang terjadinya penyimpangan fiskal meningkat (Adhi, 

2020). Kondisi demikian semakin rentan ketika warga tidak memiliki mekanisme validasi 

program secara mandiri, sehingga kontrol publik bersandar pada kebaikan politik 
pemerintah desa, bukan pada sistem akuntabilitas yang melembaga (Prapta & Manohara, 

2018). 
Desa Ponggok menjadi contoh menarik karena keberhasilannya mengembangkan 

aset lokal melalui BUMDes Tirta Mandiri, yang bahkan menjadi model desa mandiri di 

tingkat nasional. Namun keberhasilan ekonomi tidak otomatis menjamin keberhasilan 
demokrasi anggaran. Ketika pembangunan berbasis aset menghasilkan nilai ekonomi yang 

besar, penguasaan informasi serta akses keputusan berpotensi terkonsentrasi pada aktor 

desa tertentu, khususnya mereka yang mengelola aset dan memiliki legitimasi sosial. Dalam 

skema seperti ini, warga sering diposisikan sebagai penerima manfaat menikmati hasil 

Pembangunan namun tidak terlibat secara analitis dalam penyusunan program. Ini 
menghasilkan bentuk elit-driven development, di mana agenda pembangunan ditentukan 

oleh kelompok kecil, dan partisipasi publik hanya difungsikan untuk dukungan sosial atau 

legitimasi. Pola demikian terlihat pada studi mengenai Ponggok, di mana pembangunan 

desa tidak muncul dari usulan publik, tetapi melalui strategi manajerial desa yang 

memanfaatkan aset wisata air sebagai motor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
politik anggaran, keberhasilan finansial desa tidak cukup untuk menilai kualitas tata kelola 

yang jauh lebih penting adalah apakah warga diberi ruang deliberasi dan apakah 
akuntabilitas dilaksanakan secara sistemik, bukan selektif (Suwarto, 2020). 

 

Dampak Relasi Antar Aktor Lokal Terhadap Pengelolaan Desa 

Pengaruh pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh gabungan 

kepemimpinan, hubungan antar individu di tingkat lokal, seberapa aktif masyarakat 

terlibat, serta sistem akuntabilitas yang diterapkan di desa. Keberhasilan serta 

ketidakberhasilan dalam pembangunan desa sangat ditentukan oleh cara kepemimpinan 

kepala desa, yaitu sejauh mana kepala desa mampu merencanakan, menggerakkan, 
memotivasi, mengarahkan, berkomunikasi, dan melaksanakan tugas untuk memengaruhi 

masyarakat agar terlibat dalam pembangunan desa (Ferlina, 2020). (Laia, 2024) 

mengungkapkan bahwa kesuksesan pengembangan Desa Ponggok dipengaruhi oleh gaya 
kepemimpinan yang inklusif, di mana kepala desa mengajak masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam merancang program, sehingga keputusan anggaran lebih memenuhi 
kebutuhan warga. Di samping itu, hubungan antara berbagai pihak seperti pemerintah 

desa, BPD, tokoh masyarakat, dan BUMDes berkontribusi pada terciptanya pengelolaan 

yang konsisten. Tanpa koordinasi yang solid, BUMDes akan sulit mengakses sumber daya, 
inovasi, serta peluang yang ada karena itu, meningkatkan hubungan kapital melalui kerja 

sama dan jaringan merupakan pendekatan penting untuk membangun sumber daya 

manusia yang inovatif yang mampu mengubah BUMDes menjadi pilar ekonomi desa pada 

saat yang sama penggerak inisiatif lokal (Ahmad et al, 2025). 

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas 
program. Saat partisipasi itu nyata, warga mendapatkan kesempatan untuk berdialog dan 

berkontribusi pada keputusan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ulpa & Kuswandi (2023) mengungkapkan bahwa kemajuan 
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kesejahteraan warga Ponggok terkait erat dengan peran aktif masyarakat dalam memantau 

dan mengarahkan penggunaan dana, termasuk dalam pengembangan BUMDes yang 

memiliki dampak langsung terhadap perekonomian lokal. Akan tetapi, partisipasi ini 
hanya dapat memberikan hasil yang baik jika didukung oleh akuntabilitas publik yang 

kokoh. Akuntabilitas dengan melalui transparansi laporan, papan informasi publik, 
mekanisme audit, dan saluran pengaduan, berperan dalam menjaga keabsahan proses 

anggaran serta mencegah adanya penyimpangan. Karena implementasi sistem 

akuntabilitas publik untuk mewujudkan tata kelola yang baik memerlukan kerjasama dari 
berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemegang pengawasan, guna 

mencapai sasaran ini (Maolani et al, 2023). 

Namun, gabungan dari faktor-faktor ini juga menghadapi berbagai kendala. 

Kekuatan beberapa aktor tertentu, khususnya elite desa atau kepala desa dengan pengaruh 

yang besar, dapat menghalangi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak 
pihak. (Enggriani et al, 2020) mengungkapkan bahwa peran kepala desa sebagai “key player” 

berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam daya tawar jika tidak diimbangi dengan 

partisipasi masyarakat dan pengawasan dari lembaga lain. Kendala lain yang dihadapi 

adalah partisipasi yang masih terbatas pada simbolisme, di mana penduduk hanya hadir 

secara resmi tanpa memiliki kemampuan atau kesempatan untuk benar-benar 
mempengaruhi keputusan. Selain itu, tidak jarang terdapat situasi yang melibatkan 

masyarakat secara resmi ke Musrenbangdes namun tanpa memiliki kesempatan yang 
cukup untuk berdiskusi dan mengungkapkan kebutuhan serta ide-ide mereka. Ini sering 

kali dianggap sebagai "partisipasi simbolik", yaitu keikutsertaan yang hanya sekadar 

memenuhi ketentuan administratif tanpa memberikan dampak nyata pada keputusan 

anggaran. Dengan begini, walaupun Desa Ponggok menjalankan manajemen yang inovatif, 

masalah seperti dominasi pihak-pihak tertentu, kemungkinan menurunnya partisipasi 

yang nyata, dan ketergantungan terhadap tokoh tertentu tetap perlu diperhatikan agar 

pengelolaan Dana Desa bisa berlangsung dengan efektif secara berkelanjutan. 

 

Simpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan Desa Ponggok 

ditentukan oleh kualitas koordinasi kelembagaan serta kemampuan aktor desa dalam 

menyelaraskan inisiatif ekonomi dengan kebutuhan masyarakat. Integrasi program 

BUMDes dengan kegiatan sosial berhasil memperluas sumber pendapatan lokal sekaligus 

mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Model ini 

mengurangi ketergantungan pada dana eksternal dan menghasilkan dampak yang lebih 

berkelanjutan. Temuan tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan yang konsisten, 

transparansi dalam pengambilan keputusan, dan distribusi tanggung jawab antaraktor 

desa menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas kebijakan pembangunan. Penguatan 

mekanisme partisipasi dan akuntabilitas yang menyatu dalam praktik kelembagaan desa 

membuka peluang replikasi bagi komunitas perdesaan lain yang ingin membangun 

ketahanan ekonomi serta pembangunan jangka panjang. Penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan karena hanya mengandalkan sumber literatur yang tersedia secara daring, 

sehingga belum menggambarkan dinamika politik anggaran di tingkat desa secara 

langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan 
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lapangan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, BPD, dan kelompok 

masyarakat untuk melihat lebih jelas bagaimana proses negosiasi anggaran berlangsung 

dalam praktik sehari-hari. Analisis perbandingan antar desa juga penting dilakukan untuk 

mengetahui apakah pola kepemimpinan, relasi kekuasaan, dan arah penggunaan Dana 

Desa di Ponggok juga muncul di desa lain dengan karakteristik sosial-politik berbeda. 

Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji lebih jauh pengaruh aktor informal seperti 

kelompok pemuda, pengelola BUMDes, atau tokoh adat dalam membentuk prioritas 

pembangunan desa, sehingga gambaran politik anggaran di tingkat lokal menjadi lebih 

komprehensif dan aktual. 
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